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PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

Menimbang

Mengingat

DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

bahwa untuk memperoleh persamaan persepsi dalam
melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayvat (1) huruf a
Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2014 perlu menectapkan
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka

Kreditnya;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor <40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

Nuklir.



2014, No.2034 2

10.

1.1

12.

13.

14.

15.

T

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012;

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan
Tenaga Nuklir Nasional;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Bcréama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
dan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun
2014 dan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka
kreditnya;

Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor
360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah
dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pen;:erint.ah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
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Menetapkan :

.

16. Peraturan Kepala Badan Tcnaga Nuklir Nasional Nomor 12
Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Dan
Pengendalian Standar Operasional Prosedur;

17. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Tenaga Nuklir Nasional.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN
ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

(1) Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan
Angka Kreditnya bertujuan agar tercipta keseragaman dan
persamaan persepsi dalam melaksanakan pembinaan
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

(2) Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan
Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala
Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 212/KA/XII/2010
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
goal 30 Desember 2014
KEPALABADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
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pada tanggal
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